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PENDAHULUAN 

Tujuan 

1. Tujuan kebijakan akuntansi asset tetap adalah untuk mengatur perlakuan 

akuntansi untuk aset tetap dan pengungkapan informasi penting lainnya 

yang harus disajikan dalam laporan keuangan. 

 

Ruang Lingkup  

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset tetap dalam laporan 

keuangan. 

3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi definisi, pengakuan, 

pengukuran, dan pengungkapan. 

4. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi asset tetap yang disusun dan 

disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas 

akuntansi/pelaporan. 

5. Kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi/pelaporan pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang memperoleh anggaran berdasarkan 

APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.  

 

Manfaat Informasi Akuntansi Aset Tetap 

6. Akuntansi aset tetap menyediakan informasi mengenai aset tetap dari 

suatu entitas akuntansi/pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para 

pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai sumber-

sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan. 

 

DEFINISI 

7. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 

12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam 

kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 

8. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang 

dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang 

bersangkutan. 
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KLASIFIKASI  

9. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau 

fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap 

adalahsebagai berikut: 

a. Tanah 

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

b. Peralatan dan Mesin 

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, 

alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang masa 

manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. 

c. Gedung dan Bangunan 

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang 

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 

pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang 

dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai 

oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 

e. Aset Tetap Lainnya 

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat 

dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh 

dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan 

dalam kondisi siap dipakai. 

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan 

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam 

proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum 

selesai seluruhnya. 

 

PENGAKUAN 

10. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh 

dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat 

andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya 

dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 

11. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum 

dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, 

seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli 

(akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset 

tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan 

atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi 

pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik 

sebelumnya. 

12. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

a. Berwujud; 

b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 

c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 

d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;  



 

 

 

e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; 

f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk 

dipelihara; 

13. Pengeluaran belanja modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas 

akan diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya. 

14. Pengeluaran belanja barang yang  memenuhi kriteria aset tetap 

sebagaimana dimaksud pada paragraf 12 dan memenuhi batasan nilai 

kapitalisasi akan diperlakukan sebagai aset tetap. 

15. Batasan minimum kapitalisasi asset sebagaimana dimaksud pada paragraf 

14 terdiri dari : 

a. Sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 

peralatan dan mesin.  

b. Sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta 

rupiah) untuk gedung dan bangunan.  

16. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah 

daerah dan tidak memenuhi definisi aset tetap harus disajikan di pos aset 

lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 

17. Aset Tetap yang mempunyai nilai di bawah nilai satuan minimum 

kapitalisasi, Aset Tetap tersebut dicatat dalam buku inventaris di luar 

pembukuan (extracomptable) 

 

PENGUKURAN ASET TETAP 

18. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap 

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai 

aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan berdasarkan 

hasil penilaian tim penilai Pemerintah. 

19. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu 

pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari 

transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan 

baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses 

konstruksi. 

20. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi 

biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung 

termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga 

listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan 

dengan pembangunan aset tetap tersebut. 

21. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah 

sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. 

 

Komponen Biaya 

22. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau 

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat 

diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi 

yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang 

dimaksudkan. 



 

 

 

23. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu 

komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat 

diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa 

aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) 

dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali 

biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. 

24. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian. 

 

Konstruksi Dalam Pengerjaan 

25. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati 

satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut 

digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai 

dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. 

 

Perolehan Secara Gabungan 

26. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara 

gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut 

berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang 

bersangkutan. 

 

Pertukaran Aset 

27. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran 

sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos 

semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai 

ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan 

jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/ 

diserahkan. 

28. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang 

serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang 

serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan 

kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada 

keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang 

baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset 

yang dilepas. 

 

Aset Donasi/Hibah 

29. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi/hibah) harus dicatat 

sebesar nilai perolehan berdasarkan dokumen berita acara serah terima 

dan/atau nilai wajar pada saat penyerahan.  

30. Perolehan aset tetap dari donasi/hibah diakui sebagai pendapatan 

operasional. 

 

Pengeluaran Setelah Perolehan 

31. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang 

masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di 

masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau 

peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset 

yang bersangkutan. 



 

 

 

32. Kriteria seperti pada paragraf diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya 

(capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah 

suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. 

33. Batasan jumlah pengeluaran yang harus dikapitalisasi sebagaimana 

dimaksud pada paragraf 31 antara lain: 

a. Sama dengan atau lebih dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) 

untuk peralatan dan mesin.  

b. Sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta 

rupiah) untuk gedung dan bangunan.  

34. Batasan jumlah pengeluaran sebagaimana dimaksud pada paragraf 32 

tidak diperlukan untuk : 

a. Asettetap berupa tanah; 

b. Aset tetap berupa jalan, irigasi, irigasi dan jaringan; 

c. Aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan; atau 

d. Aset tetap berupa asset tetap lainnya, seperti koleksi perpustakaan dan 

barang bergerak kesenian. 

 

Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal 

35. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut 

dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang 

memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan 

penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. 

 

Penyusutan 

36. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang 

dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang 

bersangkutan. 

37. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang 

nilai tercatat aset tetapdalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan 

operasional. 

38. Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line 

method). 

39. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetapdiatur dalam Peraturan 

Gubernur tersendiri.  

40. Seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset 

tersebut, kecuali untuk aset tetap tanah, konstruksi dalam pengerjaan, 

dan aset tetap lainnya berupa buku, benda bersejarah, cagar budaya, 

hewan dan tanaman. 

 

Aset Bersejarah 

41. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit 

koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam catatan atas 

laporan keuangan dengan tanpa nilai. 

42. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus 

dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya 

pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang 



 

 

 

berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan 

lokasi yang ada pada periode berjalan. 

 

Penghentian dan Penghapusan 

43. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dihapuskan atau bila aset 

secara permanen dihentikan penggunaannya. 

44. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dihapuskan harus 

dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

45. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah 

harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. 

 

PENYAJIAN 

46. Aset tetap disajikan di Neraca,  sebagai bagian dari aset. 

 

PENGUNGKAPAN 

47. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset 

tetap sebagai berikut: 

1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat 

(carrying amount); 

2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang 

menunjukkan: 

a. Penambahan; 

b. Penghapusan; 

c. Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada; 

d. Mutasi aset tetap lainnya. 

3) Informasi  penyusutan, meliputi: 

a. Nilai penyusutan; 

b. Metode penyusutan yang digunakan; 

c. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; 

d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan  

4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: 

a. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; 

b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset 

tetap; 

c. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;  

5) Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, 

kondisi dan lokasi aset dimaksud. 
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